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KATA PENGANTAR 

 

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-

Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Palangka Raya tahun 2020-2024 Revisi-1 ini dapat diselesaikan. 

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan  untuk Meningkatkan Pelayanan  

Kekarantinaan di pintu masuk Negara dengan menjabarkan  tujuan dan sasaran strategis, arah 

kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan. 

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami 

merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum 

memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ 

kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan 

disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk Negara. Diharapkan program dan 

kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 revisi 1 ini dapat dijadikan dasar dan acuan dalam 

melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala Subbag dan seksi  

dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 revisi 1 dapat digunakan sebagai acuan 

dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.  

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses 

bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 revisi 1 ini, 

semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.  

 

Palangka Raya, 31 Agustus 2020 

Kepala Kantor, 

 

 

 

Solihin, SKM, MPH 

NIP 196609121989031012 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan 

jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi 

pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan 

mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Negara-Negara berpenghasilan menengah atas 

(Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya 

manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.  

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu 

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama 

dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. 

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan 

yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan 

pengendalian penyakit, di pintu masuk Negara dilakukan upaya kekarantinaan. 

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi 

(Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 

tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I 

menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja  

menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).  
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B. Kondisi Umum 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis dan Bertanggungjawab langsung kepada Ditjen P2P Kementerian Kesehatan 

RI yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit 

potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan 

lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap 

penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan 

pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara. 

Secara umum pada tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

telah berhasil mencapai target indikator yang ditetapkan yaitu pencapaian kinerja KKP Kelas 

III Palangka Raya Tahun 2019 sebesar 107,18%, dengan rincian 113% jumlah alat angkut 

sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan, 100% persentase respon Sinyal Kewaspadaan 

Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP, 120% jumlah deteksi dini dalam 

rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit, 100% jumlah pelayanan kesehatan pada 

situasi khusus, 100% jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan 

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi 

wabah, 121,33% jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, 

100% jumlah pelabuhan/bandara/PLBD  yang memenuhi syarat-syarat sanitasi, 100% jumlah 

pelabuhan/bandara/PLBD  wilayah perimeter dan buffer area bebas vektor, 131,60 jumlah 

orang yang melakukan skrining penyakit  menular langsung, 100% jumlah dokumen 

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, 100% jumlah pengadaan sarana 

dan prasarana dan 100% jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P. 

1. Sumber Daya Manusia 

Kekuatan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

berjumlah 36 orang, yang terdiri dari Kepala kantor 1 orang, pada unit kerja sub 

bagian tata usaha 9 orang, seksi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi 

(PKSE) 9 orang dan pada seksi pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas 

wilayah (PRL-KLW) 17 orang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 36 orang 

pegawai yang terdiri dari 26 orang tenaga teknis dan 10 orang tenaga non teknis. 

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan 
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Kelas III Palangka Raya sebagai pelaksana program/kegiatan dengan latar belakang 

pendidikan S2 berjumlah 5 orang, S1 berjumlah 12 orang, D3 sebanyak 16 orang, D1 

berjumlah 1 orang,  dan SLTA sederajat baik teknis dan non teknis berjumlah 2 

orang. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 234/MENKES/PER/XI/2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/ 

MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan 

Pelabuhan maka Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan 

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans 

epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan 

kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan 

penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan 

radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Palangka Raya menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan kekarantinaan; 

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan; 

c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas 

batas darat Negara; 

d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan 

penyakit yang muncul kembali; 

e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia; 

f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang 

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional; 

g. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan 

matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk; 



4 

 

h. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat Negara; 

i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat 

kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan 

dokumen kesehatan OMKABA impor; 

j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya; 

k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat Negara; 

l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat Negara; 

m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat Negara; 

n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan 

surveilans kesehatan pelabuhan; 

o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas 

batas darat Negara; 

p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP. 

C. Potensi dan Permasalahan 

1. Potensi 

 Semakin pesatnya perkembangan transportasi, penularan penyakit semakin 

cepat. Kemungkinan terjadinya Public Health Emergency of International Concern 

(PHEIC) semakin besar. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah semakin 

merebaknya Mers Corona Virus dan Ebola Disease. Kantor Kesehatan Pelabuhan 

sebagai petugas kesehatan yang berada di pintu masuk Negara harus memiliki 

kemampuan dalam detect dan respon penyakit menular potensial wabah dan PHEIC. 

Pada tahun 2018 disahkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 

dengan ada UU ini sebagai payung hukum bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk 

melaksanakan cegah tangkal penyakit di pintu masuk Negara. Keberadaan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya pada posisi sebagai pintu masuk 
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Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan alat angkut melalui pelabuhan dan bandar 

udara membuat lalu lintas alat angkut cukup padat.  

Potensi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya adalah : 

a. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki adalah : 

1) Alat komunikasi berupa : Radio HT 

2) Mobil operasional boarding and clearance untuk petugas yang melakukan 

pemeriksaan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut, (kapal laut dan 

pesawat udara). 

3) Alat pemantau/pemindai suhu badan (Thermal Scanner) terhadap 

penumpang/ orang dilakukan screening dalam rangka kegiatan 

kekarantinaan kesehatan di pelabuhan atau bandar udara. 

4) Alat pelindung diri seperti : baju pelampung, kacamata pelindung, sepatu 

safety, helm boarding, masker N95, jas/jaket hujan, sarung tangan, tas dan 

perlengkapan boarding lainnya. 

5) Alat dan bahan penunjang pelayanan kesehatan terbatas di kantor induk, dan 

wilayah kerja.  

6) Mobil ambulance sebanyak 4 unit 

7) Mobil vektor control sebanyak 1 unit 

8) Peralatan pengawasan tindakan penyehatan 

9) Alat dan bahan pengawasan alat angkut 

10) Alat dan bahan pengawasan vektor 

b. Sumber daya manusia 

Pendidikan dan pelatihan tersertifikasi yang diikuti oleh SDM Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya antara lain : 

1) Diklat teknis kekarantinaan sebanyak 6 orang. 

2) Pelatihan kesehatan penerbangan/flight nurse sebanyak 6 orang 

3) Pelatihan ATLS/BTCLS sebanyak 5 orang. 

4) Pelatihan jabatan fungsional epidemiolog dan entomolog sebanyak 9 orang. 

5) Diklat pimpinan Tk III dan IV sebanyak 4 orang. 

6) Diklat barang dan jasa sebanyak 12 orang. 
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c. Dasar hukum 

1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 

2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan 

3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 

4) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  

5) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 

6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan 

7) Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional Kegiatan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan di pintu masuk tahun 2009 

8) Dokumen Rencana Kontigensi (Renkon) di Bandar Udara Tjilik Riwut 

Palangka Raya tahun 2014. 

9) Dokumen Rencana Kontigensi (Renkon) di Pelabuhan Pulang Pisau tahun 

2018 

10) International Health Regulation tahun 2005 

d. Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 

e. Kerjasama dengan lintas sektor terjalin dengan baik 

1. Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota 

Palangka Raya dalam Pelayanan Embarkasi Haji Antara Palangka Raya. 

2. Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten 

di Wilayah kerja dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaah haji. 

3. Kerjasama dengan lintas sektor di pelabuhan dan bandara 

f. Kesadaran yang semakin tinggi dari operator bandara dan pelabuhan dalam 

menciptakan wilayah bebas vektor pes. 

g. Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam ikut serta pencegahan penyakit 

DBD. 

h. Bandara dan pelabuhan merupakan tempat-tempat umum yang potensial untuk 

transfer vektor dan penyakit malaria dari berbagai daerah. 
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i. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam upaya pengawasan dan 

pemberantasan vektor 

j. Semakin bertambahnya jumlah TPM di pelabuhan dan bandara. 

k. Isu keamanan pangan masih menjadi masalah kesehatan. 

l. Belum semua penjamah makanan mendapatkan pelatihan higiene sanitasi. 

m. Kebutuhan terhadap air bersih/air minum semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya aktifitas di pelabuhan dan bandara. 

n. Tuntutan terhadap kualitas air bersih/air minum semakin meningkat. 

o. TTU yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan dapat menciptakan rasa nyaman 

dan menjamin bebasnya TTU dari media penularan penyakit. 

p. Tuntutan yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna pelabuhan/bandara 

akan terciptanya TTU yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan. 

q. Isu tentang pencapaian pelabuhan dan bandara sehat sudah menjadi isu bersama 

dan bukan hanya masalah kesehataan saja. 

r. Adanya dukungan dari lintas sektor terkait lainnya dalam menciptakan kawasan 

pelabuhan dan bandara sehat. 

s. Memiliki Website www.kkppalangkaraya.com guna media informasi ke publik. 

t. Dukungan anggaran yang memadai guna pelaksanaan kegiatan. 

2. Permasalahan 

1) Belum tersosialisasinya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai 

Karantina Kesehatan yang baru disahkan tanggal 8 Agustus 2018. 

2) Belum adanya pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan dan perlengkapan 

kekarantinaan seperti thermal scanner diakibatkan karena keterbatasan teknisi 

lokal yang dapat memperbaiki alat tersebut sehingga harus mendatangkan teknisi 

dari luar daerah atau pusat. 

3) Belum seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

khususnya yang bertugas di pintu masuk (point of entry) baik di pelabuhan 

ataupun bandar udara yang mempunyai kompetensi teknis kekarantinaan dan 

surveilans epidemiologi. 

4) Belum adanya standarisasi rekruitmen pegawai khususnya petugas pemeriksa 

kesehatan kapal yang mempersyaratkan secara khusus pada keadaan fisik dan 

http://www.kkppalangkaraya.com/
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kesehatan jasmani sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja 

pada saat melaksanakan tugas. 

5) Belum seluruhnya pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka 

Raya mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku baik secara 

teknis ataupun yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berhubungan 

dengan kekarantinaan khususnya yang bertugas pada pintu masuk pelabuhan dan 

bandar udara. 

6) Belum optimalnya pengawasan terhadap alat angkut di pintu masuk baik 

pelabuhan ataupun bandar udara disebabkan keterbatasan jumlah tenaga 

dibandingkan dengan program kegiatan yang harus dilaksanakan. 

7) Belum optimalnya evaluasi terhadap penataan organisasi Kantor Kesehatan 

Pelabuhan melalui tingkat pusat untuk lebih memfokuskan kegiatan cegah 

tangkal 

8) Belum adanya Badan Usaha Swasta (BUS) yg mempunyai ijin lengkap 

(mempunyai DK 1 dan DK 2). 

9) Belum adanya keseragaman tindakan dalam pelaksanaan fumigasi, disinseksi, 

dan disinfeksi, utamanya pada pesawat udara pada setiap bandara. 

10) Sumber daya manusia belum semuanya mendapatkan pelatihan. 

11) Keterbatasan SDM pada setiap wilayah kerja. 

12) Belum adanya petugas yang menduduki jabatan fungsional entomologi. 

13) Informasi survei vektor pes belum disosialisasikan ke lintas sektor dengan baik. 

14) Kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

15) Keterbatasan sumber daya manusia dalam identifikasi vektor  

16) Perlu waktu untuk dapat melaksanakan pembinaan secara kontinyu. 

17) Perbedaan latar belakang pendidikan kader sehingga menyulitkan penyampaian 

materi. 

18) Pengetahuan pemilik dan penjamah makanan masih perlu ditingkatkan. 

19) Keterbatasan sumber daya dalam analisa secara cepat (rapid test) dalam 

pemeriksaan sampel. 
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20) Kurangnya sosialisasi hasil pengawasan TPM di pelabuhan dan bandara kepada 

stake holder terkait. 

21) Belum semua penjamah makanan memiliki pengetahuan tentang higiene sanitasi 

tentang pengelolaan makanan yang dibuktikan dengan ada sertifikat penjamah 

makanan. 

22) Belum tersosialisasinya dengan baik peraturan tentang pengelolaan makanan di 

pelabuhan dan bandara kepada stakeholder terkait. 

23) Pengelola pelabuhan dan bandara masih perlu menciptakan tempat-tempat umum 

yang memenuhi syarat sanitasi. 

24) Belum tersosialisasikannya peraturan tentang pengawasan tempat-tempat umum 

dan inspeksi gedung, bangunan dan perusahaan di lingkungan pelabuhan dan 

bandara 

25) Penyelenggara pelabuhan/bandara masih perlu meningkatkan penyediaan air 

minum baik dalam kualitas maupun kuantitas. 

26) Pengawasan secara eksternal oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Palangka Raya belum tersosialisasi kepada stakeholder terkait. 

27) Menyatukan persepsi dari berbagai sektor dalam satu wadah tidak mudah karena 

terkadang timbul ego sektorial. 

28) Peran Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai pemicu dalam pembentukan 

forum untuk mencapai pelabuhan/bandar udara sehat dan diharapkan pengelola 

pelabuhan/bandar udara mengambil peran yang lebih besar. 

29) Persediaan vaksin meningitis dan yellow fever, yang ditransfer oleh pusat tidak 

sesuai dengan permintaan dan kebutuhan riil sehingga ada potensi tidak terpakai 

dan dapat mengakibatkan kerugian Negara apabila Kantor Kesehatan Pelabuhan 

lain juga memiliki stock vaksin dalam jumlah banyak. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

A. Visi dan Misi 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka 

telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia 

Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, 

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang 

Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan 

Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap 

Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang 

Bersih, Efektif, dan Terpercaya  dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara 

Kesatuan. 

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan 

struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah 

menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan 

bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan 

Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan 

dalam negeri.  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya sebagai unit pelaksana teknis 

dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan 

penjabaran visi misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 

B. Tujuan 

Tujuan startegis Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 adalah : 

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan 

kesehatan masyarakat 

4. Peningkatan sumber daya kesehatan 

5. Peningkatan tata kelola yang baik, bersih, dan inovatif. 
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Dukungan Ditjen P2P terhadap Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaankegiatan promotif dan preventif 

diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen P2P, yaitu: Terselenggaranya 

pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan jiwa secara berhasil-guna dan 

berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi 

tingginya melalui : 

1. Pelaksanaan Surveilans Karantina Kesehatan. 

2. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik. 

3. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. 

4. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. 

5. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA. 

6. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. 

7. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

8. Pelaksanaan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada 

Program P2P 

Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam 

peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan 

masyarakat. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya memiliki tujuan 

Peningkatan  Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. 

C. Sasaran Strategis  

Dalam mencapai tujuan strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka 

Raya ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatknya pelayanan kekarantinaan kesehatan 

melalui pengendalian faktor resiko penyakit di pintu masuk mencapai 100%. 

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2020- 2024 

adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan 

dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan 

pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2020-2024 adalah : (1) Peningkatan kesehatan 

ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi, (2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, (3) 

Peningkatan pengendalian penyakit, (4) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

(GERMAS), (5) Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan. 
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Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Rencana 

Aksi Program P2P berisi sasaran strategis Program P2P dalam Renstra Kemenkes yang 

diperkuat dengan beberapa sasaran lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P. 

Sasaran tersebut adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta 

meningkatnya kesehatan jiwa pada akhir tahun 2024 yang ditandai dengan: 

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 

1 Peningkatan 

pencegahan 

dan pengendalian 

penyakit dan 

pengelolaan 

kedaruratan kesehatan 

masyarakat 

1. Meningkatnya 

pencegahan dan 

pengendalian penyakit 

dengan mengutamakan 

pendekatan faktor 

risiko 

 

 

 

1) Menurunnya insidensi TB menjadi 190 

per 100.000 penduduk pd tahun 2024 

2) Menurunnya insidensi HIV 

menjadi 0,18% pd tahun 2024 

3) Meningkatkan eliminasi malaria di 405 

kab/kota 

4) Kabupaten/kota yang mencapai 

80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95 

% 

5) Meningkatnya Kab/Kota yang 

melakukan pencegahan dan pengendalian 

PTM 

  2. Peningkatan 

Pencegahan dan 

pengendalian 

penyakit dan 

Pengelolaan 

kedaruratan kesehatan 

masyarakat 

 

1) Persentase kab/kota yang 

mempunyai kapasitas dalam 

pencegahan dan pengendalian 

KKM 

 

Adapun sasaran strategis kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

adalah sebagai berikut : 

1. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensial kejadian 

luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk 

mencegah terjadinya KLB. 

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic dan 

menurunnya penyakit menular langsung 

3. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada 

program pencegahan dan pengendalian penyakit. 

Selanjutkan dari 3 sasaran strategis tersebut diatas ditetapkan 3 sasaran kegiatan Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya yaitu : 
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1. Terselenggaranya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

2. Terwujudnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

3. Meningkatnya tata kelola manajemen KKP 

Untuk mencapai sasaran strategis/program dan sasaran kegiatan Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya yang digambarkan pada tujuan akan diukur dengan dapat 

tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) satker pada tahun 2020 melalui kegiatan : 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 19.089 

sertifikat.  

2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan 90 % 

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara > 80 % 

4. Nilai kinerja anggaran 80 

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran 90 

6. Kinerja implementasi WBK Satker > 70 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL mencapai 45 % 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI 

 

A. Arah Kebijakan 

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan 

pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan 

kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya upaya promotif 

dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan 

juga telah menetapkan enam (6) Tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi empat belas 

(14) Sasaran Strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020 – 2024 yang 

salah satunya Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan 

mengutamakan pendekatan faktor risiko. 

 

B. Strategi  

Arah kebijakan dan strategi kegiatan DItjen P2P adalah mendukung kebijakan dan 

strategi Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. 

Arah kebijakan tersebut adalah adalah Meningkatkan pencegahan dan pengendalian 

penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko dan Meningkatnya pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat. Strategi program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tahun 2020 -2024 mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang 

kemudian dijabarkan melalui strategi aksi Program di Direktorat Jenderal P2P sebagai 

berikut: 

1. Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

2. Pengembangan real time surveilans melalui penguatan sistem surveilans nasional dan 

penguatan sistem jejaring laboratorium nasional, termasuk penguatan laboratorium 

kesehatan masyarakat. 

3. Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan 

pengendalian vektor secara biologis. 

4. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; 
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5. Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan kesehatan 

masyarakat 

6. Peningkatan advokasi dan komunikasi 

7. Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit zoonosis, keamanan pangan, 

manajemen biorisiko 

8. Penguatan sistem laboratorium nasional 

9. Penguatan reporting dan real time surveillance 

10. Membangun sistem kewaspadaan dini 

11. Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat 

12. Peningkatan kemampuan SDM 

 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya telah menetapkan tujuan 

strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Tahun 2020-2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian 

dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:   

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap kasus-kasus PHEIC 

berupa : 

a. Melaksanakan pengawasan alat angkut di pelabuhan/bandara dalam rangka 

surveilans dan kegiatan kekarantianaan kesehatan 

b. Koordinasi jejaring kerja dalam rangka pengendalian kekarantinaan surveilans 

epidemilogi baik pasif maupun aktif pada penumpang dan masyarakat di 

pelabuhan/bandara 

c. Melakukan rencana kontigensi dan simulasi dalam rangka menghadapi kasus 

PHEIC 

2. Melaksanakan pengendalian faktor risiko dan penanganan kesehatan pada kondisi 

matra berupa : 

a. Surveilans epidemiologi pada pra embarkasi, embarkasi, debarkasi, dan pasca 

debarkasi. 

b. Pelayanan kesehatan situasi khusus lebaran natal dan tahun baru. 

3. Melakukan kegiatan pengendalian penyakit menular langsung di wilayah pelabuhan/ 

bandara 
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4. Melakukan kegiatan monitoring penyakit tidak menular pada masyarakat di area 

pelabuhan/bandara 

5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengendalian vektor di pelabuhan/bandara  

berupa, pengawasan dan pengendalian vektor DBD, malaria, dan diare. 

6. Melaksanakan pengawasan dalam rangka sanitasi dan pengawasan kualitas air pada  

tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) di wilayah 

pelabuhan/bandara. 

7. Melakukan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berupa: 

a. Pelaksanaan program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil nilai 

AA melalui dokumen perencanaan dan anggaran, dokumen data dan informasi, 

dokumen evaluasi dan pelaporan, laporan keuangan, target dan pagu PNBP, 

laporan aset negara (BMN), dokumen penataan organisasi, layanan administrasi 

kepegawaian, dokumen laporan kinerja dan layanan perkantoran. 

b. Melaksanakan peningkatan sarana/prasarana untuk memenuhi standar, dan 

c. Melaksanakan peningkatan SDM. 

C. Kerangka Regulasi 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. 

Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. 

Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang 

menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek 

perlindungan yang kuat.  

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga 

diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh 

satuan kerja. dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam 

pelayanan. 

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :   

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang  Wabah Penyakit Menular  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional tahun 2005-2025; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 

5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Kesehatan Haji; 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

7. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang  Penanggulangan Wabah 

Penyakit Menular; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan 

dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015-2019; 

11. Permenkes Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesehatan Pelabuhan; 

12. Permenkes Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat 

Menimbulkan Wabah; 

13. Kepmenkes Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Surveilans Epidemiologi Kesehatan;  

14. Kepmenkes Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular  Terpadu; 

15. Kepmenkes Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 

16. Kepmenkes 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  

Kesehatan 

17. International Health Regulation Tahun 2005; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan 

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 
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20. Petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020; 

21. SOP pelaksanaan kegiatan yang berlaku di KKP Kelas III Palangka Raya sejumlah 

241 buah yang terdiri dari 100 buah SOP subbag TU, 49 buah SOP seksi PKSE, dan 

92 buah SOP seksi PRL KLW. 

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III 

Palangka Raya, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :  

1. Regulasi tentang penataan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

khususnya wilayah kerja yang baru. 

2. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan 

3. SOP tentang penindakan pelanggaran kekarantinaan. 

 

 

 



 

19 

 

BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KEGIATAN 

 

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalan 

Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis 

sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka 

pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun 

2020-2024.  

A. Target Kinerja 

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara 

berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif 

selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.  

Tabel 4.1. 

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya Tahun 2020-2024 

No Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator 

1. Peningkatan  

Pelayanan 

Kekarantinaan di 

Pintu Masuk 

Negara dan 

Wilayah  

Terselenggaranya 

pengendalian faktor risiko 

di pintu masuk negara 

 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

sebesar 490.609 Sertifikat pada 

tahun 2024 

2. Persentase faktor risiko yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan 

sebesar 90% 

Terwujudnya 

pengendalian faktor risiko 

di pintu masuk negara 

3. Indeks pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk Negara 

sebesar 85% 

Meningkatnya tata kelola 

manajemen KKP 

4. Nilai kinerja anggaran 80 

5. Presentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan 

keuangan sebesar 80% 

6. Kinerja implementasi WBK 

Satker 85 

7. Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 

JPL sebesar 80 %  
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B. Kegiatan 

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan 

Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, 

Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.  

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya adalah 

meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan. Untuk mencapai 

sasaran hasil, maka kegiatan yang akan  dilakukan adalah: 

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan  

Kegiatan pada indikator jumlah pemeriksaan orang adalah jumlah pemeriksaan 

penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Didukung dengan pelaksanaan 

kegiatan dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, 

dengan rincian output (keluaran), suboutput dan komponen pada dokumen anggaran 

sebagai berikut : 

1) output/keluaran pada dokumen anggaran berupa layanan pengendalian faktor 

risiko lingkungan,  terdiri dari pemeriksaan sanitasi lingkungan berupa inspeksi 

STTU, sarana prasarana pengendalian penyakit, peningkatan kualitas SDM 

teknis, pelabuhan/bandara sehat 

2) layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus. Terdiri dari rincian 

komponen sebagai berikut pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan 

situasi khusus lainnya.  

3) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada orang : melaksanakan surveilans 

Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Bandara, meliputi validasi hasil 

test covid-19, pemeriksaan suhu dan pemeriksaan e-HAC dan HAC manual 

4) Kegiatan pengendalian faktor risiko alat angkut yaitu melaksanan Pemeriksaan 

faktor risiko di kapal dan penerbitan sertifikat izin berlayar kesehatan(PHQC) 

menggunakan standar kekarantinaan kesehatan. 

5) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada barang : Pemeriksaan barang 

penumpang dan pemeriksaan jenazah pada saat kedatangan dan keberangkatan 

6) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada lingkungan : Intervensi terhadap 

faktor risiko yang teridentifikasi melalui penyuluhan maupun saran perbaikan 



 

21 

 

2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan 

Pelaksanaan output/keluaran pada dokumen anggaran berupa sub-komponen layanan 

pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang meliputi detail pelayanan 

kesehatan (penerbitan surat laik terbang, penerbitan surat ijin angkut jenazah), 

deteksi dini HIV/AIDS, deteksi dini TB,  dan pencegahan dan penindakan 

pelanggaran kekarantinaan kesehatan. 

1) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada orang : melaksanakan surveilans 

Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Bandara, meliputi validasi 

hasil test covid-19, pemeriksaan suhu dan pemeriksaan e-HAC dan HAC 

manual 

2) Kegiatan pengendalian faktor risiko alat angkut yaitu melaksanan 

Pemeriksaan faktor risiko di kapal dan penerbitan sertifikat izin berlayar 

kesehatan(PHQC) menggunakan standar kekarantinaan kesehatan. 

3) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada barang : Pemeriksaan barang 

penumpang dan pemeriksaan jenazah pada saat kedatangan dan 

keberangkatan 

4) Kegiatan pengendalian faktor risiko pada lingkungan : Intervensi terhadap 

faktor risiko yang teridentifikasi melalui penyuluhan maupun saran perbaikan 

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 

Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, memiliki target > 

80% dengan kategori sebagai berikut < 50 = risiko tinggi, 60-80 = risiko sedang, > 

80: risiko rendah. Kegiatan  yang dilakukan untuk melaksanakan pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk negara adalah sebagai berikut :  

1) Pelaksanaan output/keluaran pada dokumen anggaran berupa layanan 

pengendalian faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu masuk 

terutama pelaksanaan kegiatan pada sub-komponen 4240.001.003 layanan 

kesiapsiagaan menghadapi KKM, layanan pengendalian vektor, survei vektor, 

pengadaan alat/bahan pengendalian faktor risiko.  
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2) Kegiatan  kelengkapan data surveilans yang terdiri dari kegiatan surveilans 

wilayah bandara/pelabuhan adalah 4 lokasi/Wilker x 12 bulan = 48 laporan, 

12 laporan surveilans kedatangan penumpang dan  surveilans situasi khusus. 

Wilker yang melakukan surveilans wilayah adalah Kantor Induk, Wilker 

Pulang Pisau, Wilker Kelanis dan Wilker Kapuas.  

3) Analisis terhadap indikator jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang 

direspon kurang dari 24 jam di wilayah layanan KKP Kelas III Palangka 

Raya. Evaluasi kinerja capaian indikator jumlah sinyal SKD KLB dan 

bencana di wilayah layanan KKP yang direspon kurang dari 24 jam yaitu 

kegiatan respon yang dilaksanakan berupa penyelidikan epidemiologi (PE).  

4) Pelaksanaan  kegiatan dokumen rencana kontingensi ini pada wilayah kerja 

Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya. Kegiatan ini melibatkan lintas program 

dan lintas sektor diantaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Angkasa Pura II, 

BPBD, Dishub, Imigrasi, Dokkes Polda, Denkesyah, Polsek, dan Polres.  

5) Kegiatan survei tikus dan pinjal dilaksanakan di 4 lokasi wilker dimana hasil 

dari survei untuk menentukan kategori wilayah tidak ditemukan pinjal atau 

index pinjal=0. 

6) Survei vektor Aedes di pelabuhan/bandara adalah 4 lokasi yaitu Bandara 

Tjilik Riwut Palangka Raya, wilker Pelabuhan Pulang Pisau, wilker Kapuas 

dan wilker Pelabuhan Kelanis  bebas vektor Aedes. Survei vektor untuk 

menentukan House Index di wilayah perimeter yang langsung dilakukan 

intervensi dengan kegiatan larvasidasi. Setelah intervensi dilakukan survey 

kembali sesuai dengan SOP guna mengevaluasi keberhasilan dari tindakan 

intervensi yang dilakukan dan didapatkan hasilnya disemua lokasi index 

Aedes sesuai dengan yang dipersyaratkan.  

7) Kegiatan  survei jentik Anopheles di 4 lokasi untuk memeriksa temuan jentik 

Anopheles. Kebijakan yang diambil agar terlaksananya program melalui 

menentukan titik-titik tempat perindukan vektor dan memetakannya dan 

koordinasi yang baik diperlukan dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan faktor risiko.  
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8) Untuk kegiatan survei kecoa telah dilakukan di 4 lokasi. Kebijakan yang 

diambil agar dapat terlaksananya kegiatan melalui menentukan titik-titik 

sebagai tempat potensial perkembangbiakan kecoa dan memetakannya serta 

koordinasi yang baik diperlukan dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan faktor risiko, pendekatan dengan stake holder dan 

menyamakan persepsi kegiatan dengan lintas program maupun lintas sektor 

dengan cara sosialisasi. 

9) Untuk kegiatan survei lalat dilakukan di 4 wilayah kerja. Kebijakan yang 

diambil agar dapat terlaksananya kegiatan melalui menentukan titik-titik 

sebagai tempat potensial perkembangbiakan vektor lalat dan memetakannya 

serta koordinasi yang baik diperlukan dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan faktor risiko 

10) Kegiatan pemeriksaan terhadap TTU pada 4 lokasi wilker. 

11) Pemeriksaan TPM yang diperiksa pada 4 lokasi yaitu Bandara Tjilik Riwut, 

Palangka Raya, Wilker Pelabuhan Pulang Pisau, Wilker Pelabuhan Pegatan 

kapuas, dan Wilker Pelabuhan Kelanis semuanya laik/ layak. TPM yang 

diperiksa merupakan akumulasi pengulangan TPM yang diperiksa setiap 2 

(dua) bulan sekali. Pengawasan  air bersih dengan pengambilan sampel air 

bersih memenuhi syarat kesehatan.  

4. Nilai kinerja anggaran 

Nilai kinerja anggaran didapatkan dari nilai monitoring dan evaluasi Direktorat 

Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu. Nilai berdasarkan dari masukan data daring 

melalui http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/ dilakukan oleh petugas monev 

setiap bulan. Akan muncul nilai kinerja anggaran setiap bulan, target adalah nilai 

kinerja anggaran 80 dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.  

Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Nilai Kinerja 

Anggaran yaitu : 

1) Untuk mendukung pelaksanaan indikator ini, maka pada dokumen anggaran 

terdapat keluaran layanan perkantoran mendukung pencapaian indikator 

kinerja anggaran. 

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/
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2) Melakukan koordinasi lintas seksi/subbag untuk masukan secara daring 

dalam aplikasi http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/; membuat dan 

melakukan monitoring RPK dan RPD; pelaksanaan revisi anggaran; 

pembagian penanggung jawab kegiatan dan anggaran. 

 

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan 

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan merupakan kepatuhan 

satker dalam menyampaikan laporan keuangan dan parameter jumlah dan ketepatan 

waktu upload dan rekonsiliasi. Penilaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah 

total skor pada tiap parameternya yang dinilai dibagi dengan jumlah parameternya 

dikalikan dengan persentase maksimal 100%. Target persentase pada indikator ini 

adalah 80%. 

Kegiatan yang dilakukan pada indikator tingkat kepatuhan penyampaian laporan 

keuangan bulanan adalah sebagai berikut :  

1) Pada keluaran/output dukungan manajemen dengan komponen penyusunan 

rencana program dan penyusunan rencana anggaran keuangan, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi berupa konsultasi dan koordinasi baik secara online 

maupun tatap muka didukung dengan biaya perjalanan dinas luar kota maupun 

dalam kota, serta komponen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 

dilakukan bimbingan teknis wilayah kerja, sosialisasi pada  mitra kerja, 

koordinasi tingkat eselon satu dan KPPN Kota Palangka Raya. 

2) Penerapan sistem informasi berbasis web untuk pelaksanaan e-rekon dan 

laporan keuangan. 

 

6. Kinerja implementasi WBK Satker 

Kinerja implementasi WBK satker didapatkan dari nilai self assesment yang 

dilakukan satker. Nilai self-assesment memilki format penilaian tersendiri sesuai 

pokja WBK. Satker melaksanakan penilaian, difasilitasi oleh inspektorat jenderal 

Kemenkes secara daring melalui website SIPINAL. Target nilai pada indikator ini 

adalah 70, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 

2014 Tentang Pendoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah penetapan target WBK. Berikut rincian kegiatan untuk mendukung 

tercapainya target indikator :  

1) Untuk dukungan anggaran indikator ini didukung dengan satu keluaran yaitu 

dukungan manajemen dengan sub komponen satu sub komponen yaitu 

pelayanan umum, pelayanan rumah tanggan dan pelengkapan termasuk 

detail di dalamnya adalah layanan hukum dan layanan organisasi dan 

reformasi birokrasi anggaran tersebut digunakan sebagai faktor pengungkit 

mendukung terlaksananya penilaian WBK satker. 

2) Terdapat rencana kerja pada setiap kelompok kerja; 

3) Melakukan monitoring target rencana kegiatan yang ingin dicapai 6 

kelompok kerja sebagai komponen pengungkit; 

4) Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan bukti data/dokumen setiap 

pokja; 

 

7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL adalah ASN mendapatkan 

peningkatan kapasitas berupa pendidikan pelatihan, workhsop dan terkait 

peningkatan kapasitias baik tatap muka ataupun online. Target persentase pada 

indikator ini adalah 45%. 

Kegiatan untuk mendukung indikator kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1) Peningkatan kapasitas tercatat anggaran pada dokumen anggaran pada keluaran 

dukungan manajemen memiliki sub komponen khusus untuk mendukung 

indikator ini yaitu pengelolaan kepegawaian untuk mendukung peningkatan 

kapasitas ASN.  

2) Peningkatan kapasitas berlaku untuk pendidikan pelatihan, baik tatap muka 

ataupun kegiatan pengningkatan online. 
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C. Kerangka Pendanaan 

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target 

Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang 

bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman 

dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama 

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).  
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Tabel 4.2. Pendanaan bersumber dari APBN 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

No 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran Kegiatan 

(Output)/Indikator 

Target Alokasi 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

KKP Kelas III Palangka Raya 

1 Jumlah pemeriksaan orang, 

alat angkut, barang dan 
lingkungan 

 

335.153 368.668 405.535 446.008 490.609 1.081.880.000 989.892.200 1.088.881.420 1.197.769.562 1.317.546.518 

2 Persentase faktor risiko 

penyakit dipintu masuk yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan 
lingkungan 

90% 90% 90% 90% 90% 469.010.000 601.308.400 661.439.240 727.583.164 800.341.480 

3 Indeks pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk Negara 

85% 85% 85% 85% 85% 339.638.000 488.380.200 537.218.220 590.940.042 650.034.046 

4 Nilai kinerja anggaran 80 80 80 80 80 7.200.726.000 7.920.798.600 8.712.878.460 9.584.166.306 10.542.582.936 

5 Presentase tingkat kepatuhan 
penyampaian laporan 

keuangan 

80% 80% 80% 80% 80% 491.588.000 672.356.300 739.591.930 813.551.123 894.906.235 

6 Kinerja implementasi WBK 

Satker 

70 80 82 84 85 452.682.000 451.649.000 496.813.900 546.495.290 601.144.819 

7 Persentase peningkatan 
kapasitas ASN sebanyak 20 

JPL 

45% 80% 80% 80% 80% 288.334.000 231.859.100 255.045.010 280.549.511 308.604.462 

 



28 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 

Tahun 2020-2024 revisi 1 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dalam kurun waktu 

lima tahun ke depan. Dengan demikian, bidang/ seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 

III Palangka Raya mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada 

pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.  

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua bidang/ seksi di Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.  

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang 

bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya 

pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat 

penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional. 

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan 

dilakukan revisi melalui proses reviu setiap tahun untuk melakukan penyesuaian sebagaimana 

mestinya.  



Lampiran 1 

 
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN 

 

NO SASARAN KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB 

1 2 3 4 5 6 

1 Terselenggaranya 

pengendalian faktor risiko di 

pintu masuk negara 

 

 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan  

2. Persentase faktor risiko yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan  

Kepala KKP Kelas III 

Palangka Raya 

Kepala Seksi PKSE 

Kepala Seksi PRL-KLW 

2 Terwujudnya pengendalian 

faktor risiko di pintu masuk 

negara 

 

 3. Indeks pengendalian faktor 

risiko di pintu masuk Negara  

Kepala KKP Kelas III 

Palangka Raya 

Kepala Seksi PKSE 

Kepala Seksi PRL-KLW 

3 Meningkatnya tata kelola 

manajemen KKP 

 4. Nilai kinerja anggaran 

5. Persentase tingkat kepatuhan 

penyampaian laporan keuangan 

6. Kinerja implementasi WBK 

Satker  

7. Persentase peningkatan 

kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 

Kepala KKP Kelas III 

Palangka Raya 

Kasubbag Tata Usaha 

 

  

 



2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah pemeriksaan penafisan 

orang, alat angkut, barang dan 

lingkungan yang dilakukan  

Kegiatan pada indikator jumlah 

pemeriksaan orang adalah jumlah 

pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan.

335,153 368,668 405,535 446,090 490,699

Pemeriksaan/Penapisan Orang Jumlah pemeriksaan orang/penumpang 

kedatangan di Bandara

160,000 176,000 193,600 212,960 234,256

PHQC Pemeriksaan kapal dan sertifikat PHQC 

yang diterbitkan

15,015 16,516 18,168 19,986 21,985

Sertifikat ijin angkut jenazah Jumlah sertifikat ijin angkut jenazah  melalui 

bandara

120 132 145 160 176

Barang jemaah Haji Jumlah pemeriksaan barang penumpang 

pada situasi khusus

160,000 176,000 193,600 212,960 234,256

STTU Pemeriksaan STTU yang dilakukan 18 20 22 24 26

Faktor risiko yang dikendalikan 

berdasarkan temuan pada 

indikator no.1

Cara hitung pada indikator faktor risiko 

yang dikendalikan pada orang, alat angkut, 

barang dan lingkungan ada pada tabel 

dibawah ini :

90% 90% 90% 90% 90%

Faktor risiko yang dikendalikan 

pada orang 

Jumlah jemaah Haji yang diperiksa target 

pada indikator 1 dibandingkan dengan 

capaian pada indikator 1

90% 90% 90% 90% 90%

Faktor risiko yang dikendalikan 

pada barang 

Pemeriksaan kapal dan sertifikat PHQC 

yang diterbitkan target pada indikator 1 

dibandingkan dengan capaian pada indikator 

1

90% 90% 90% 90% 90%

Faktor risiko yang dikendalikan 

pada alat angkut

Jumlah sertifikat ijin angkut jenazah target 

pada indikator 1 dibandingkan dengan 

capaian pada indikator 1

90% 90% 90% 90% 90%

Faktor risiko yang dikendalikan 

pada lingkungan  (TTU, TPM)

Pemeriksaan barang jemaah Haji target pada 

indikator 1 dibandingkan dengan capaian 

pada indikator 1

90% 90% 90% 90% 90%

TARGET

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan

2 Persentase faktor resiko yang 

dikendalikan pada orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan

INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL 

(DO)
CARA PERHITUNGAN

MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PALANGKA RAYA

NO

TAHUN 2020 – 2024



2020 2021 2022 2023 2024

TARGET

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan

INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL 

(DO)
CARA PERHITUNGANNO

Didapat penghitungan rata-rata 

beberapa capaian yang 

berdasarkan pintu  masuk (point 

of entry)

Untuk mendapatkan angka target dan 

menentukan capaian hasil dengan cara 

hitung pada tabel dibawah  ini :

85% 85% 85% 85% 85%

Kelengkapan data surveilans  Kelengkapan data surveilans sampai dengan 

rekomendasi untuk tiap-tiap jabfung (epid, 

sanitarian, entomolog, dokter, perawat lab), 

untuk mendapatkan persentase target pada 

data surveilans dihitung dari jumlah 

surveilans wilayah (48), surveilans 

kedatangan penumpang (12), surveilans 

situasi khusus (6)

61 61 61 61 61

Jumlah sinyal SKD KLB dan 

bencana  yang direspon kurang 

dari 24 jam 

Informasi/sinyal terkait kasus penyakit dan 

bencana yang diterima terkatir pelaku 

perjalanan dan masyarakat 

bandara/pelabuhan/ PLBD

100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan rencana kontigensi Penyusunan dokumen renkon yang baru 

{kumulatif dokumen renkon -> tidak 

termasukreview} berdasarkan pintu masuk 

negara

1 1 1 1 1

Faktor risiko yang dikendalikan 

pada lingkungan  (TTU, TPM)

Pemeriksaan barang jemaah Haji target pada 

indikator 1 dibandingkan dengan capaian 

pada indikator 1

4 4 4 4 4

Indeks pinjal ≤ 1 Berdasarkan jumlah pintu  masuk 4 4 4 4 4

HI perimeter = 0 Berdasarkan jumlah pintu  masuk 4 4 4 4 4

Tidak ditemukan larva anopheles Berdasarkan jumlah pintu  masuk 4 4 4 4 4

kepadatan kecoa rendah Berdasarkan jumlah pintu  masuk 4 4 4 4 4

kepadatan lalat < 2 Berdasarkan jumlah pintu  masuk 4 4 4 4 4

TTU memenuhi syarat Berdasarkan jumlah pintu  masuk 4 4 4 4 4

3 Indeks pengendalian faktor risiko 

di pintu masuk negara



2020 2021 2022 2023 2024

TARGET

1 Jumlah pemeriksaan orang, alat 

angkut, barang dan lingkungan

INDIKATOR
DEFINISI OPERASIONAL 

(DO)
CARA PERHITUNGANNO

TPM laik hygiene Berdasarkan jumlah pintu  masuk 4 4 4 4 4

Kualitas air bersih memenuhi 

syarat kesehatan

Berdasarkan jumlah pintu  masuk 4 4 4 4 4

4 Nilai kinerja anggaran E Monev DJA Nilai berdasarkan dari masukan data daring 

melalui 

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smar

t/ dilakukan oleh petugas monev setiap 

bulan. Akan muncul nilai kinerja anggaran 

setiap bulan, target adalah nilai kinerja 

anggaran 80 dapat dicapai pada akhir tahun 

anggaran.

80 80 80 80 80

6 Kinerja implementasi WBK 

Satker

Dinilai dari self Assesment Satker melaksanakan penilaian, difasilitasi 

oleh inspektorat jenderal Kemenkes secara 

daring melalui website SIPINAL. Melalui 

tim penilai internal dari Itjen Kemenkes 

akan melakukan penilaian terhadap satuan 

kerja.

70 80 82 84 85

7 Persentase peningkatan kapasitas 

ASN sebanyak 20 JPL

ASN yang mendapatkan 

peningkatan kapasitas sebanyak 

20 JPL dalam kurun waktu 1 

(satu) tahun*

Menghitung JPL dari diklat, workshop, 

pendidikan yang diikuti oleh pegawai 

melalui sertifikat dan materi yang diperoleh.

45% 80% 80% 80% 80%

80%5 Persentase tingkat kepatuhan 

penyampaian laporan keuangan

Persentase tingkat kepatuhan 

penyampaian laporan keuangan 

merupakan kepatuhan satker 

dalam menyampaikan laporan 

keuangan dan parameter jumlah 

dan ketepatan waktu upload dan 

rekonsiliasi

Penilaian indikator ini dihitung berdasarkan 

jumlah total skor pada tiap parameternya 

yang dinilai dibagi dengan jumlah 

parameternya dikalikan dengan persentase 

maksimal 100%. Target persentase pada 

indikator ini adalah 80%.

80% 80% 80% 80%

3 Indeks pengendalian faktor risiko 

di pintu masuk negara


